SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

a. bahwa untuk menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN

KEPALA DESA



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor
4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor
14), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 17 angka 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf
h dan angka 7 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,

terdiri atas :

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari
Pejabat tingkat Kabupaten.

2. Surat Pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6.000 (enam
ribu rupiah), terdiri dari :

a. pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika;
pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

e. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga)

kali masa jabatan;

f. pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri apabila telah
ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; dan
pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

.membuat surat pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal
di Desa setempat selama memegang jabatan jika terpilih
dengan beban biaya ditanggung yang bersangkutan.

3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak
sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai hukum tetap.

5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari
Rumah Sakit Pemerintah.

7. Dihapus.

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat
yang berwenang.
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9. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang.

10. Pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm
sebanyak 4 lembar.

11. Foto copy Jjazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan
[jazah sebelumnya yang sudah dilegalisir.

Pasal II

Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN
Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

T Dorrrvenn

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003




